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Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 
serta memajukan diri dalam memperjuangkan hak 
secara individu ataupun kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negara sebagai perwujudan 
hak asasi manusia. Partisipasi individu dan kolektif 
dari warga negara dalam pembangunan (aktivitas 
publik) tersebut menimbulkan kewenangan negara 
(pemerintah) untuk mengaturnya. Dalam kaitan 
tersebut, perwujudan jaminan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat serta memajukan diri 
dalam memperjuangkan hak khususnya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat dan bangsa 
dilaksanakan melalui peningkatan peran dan 
fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam 
pembangunan, yang secara lebih lanjut telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan. Pengaturan melalui produk 
peraturan perundang-undangan ini diperlukan untuk 
menjamin sinergitas pelaku pembangunan melalui 
keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance). 

Jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di 
Indonesia terus bertambah seiring dengan kemudahan 
akses teknologi informasi di tengah masyarakat. Sebagai 
gambaran pada tahun 2010 Menteri Dalam Negeri pada 
periode tersebut, Bapak Gamawan Fauzi menyebutkan 
terdapat 9000 ormas tingkat pusat terdaftar di Indonesia, 
jumlah tersebut dinilai sebagai kenaikan yang cukup 
signifikan mengingat pada tahun 2005 masih terdapat 
3000 ormas terdaftar di Indonesia. Tren kenaikan jumlah 
ormas terus berlanjut secara drastis per tahunnya. Data 
yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar 
Negeri di beberapa kegiatan terkait ormas menunjukkan 
besarnya populasi ormas di Indonesia. Data ormas per 
tanggal 19 September 2022 mencatat jumlah ormas 
sebanyak 495.094 ormas, dari jumlah tersebut dapat 
disampaikan betapa pesatnya pertumbuhan jumlah, 
sebaran, serta jenis kegiatan ormas dalam kehidupan 
berdemokrasi di Indonesia. 

Pesatnya pertumbuhan ormas juga menunjukkan 
kuatnya jaminan berserikat dan berkumpul 
sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Republik 

Indonesia. Peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab 
ormas dalam pembangunan nasional menghasilkan urgensi 
membangun sistem pengelolaan ormas yang komprehensif 
yang didasarkan pada ketersediaan data ormas secara 
nasional dan untuk menjawab permasalahan tersebut project 
leader menyusun rancangan proyek perubahan dengan 
judul “INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU 
PELAYANAN PEMERINTAH”  dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan untuk 
meningkatkan efektifitas penyusunan dan implementasi 
kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri 
di bidang pengelolaan ormas yang meliputi pendaftaran, 
pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

I.  DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
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A. URGENSI 

1. Kondisi Umum

Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Negara (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Indonesia 
berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil 
dan berkesinambungan, dimana dalam mencapai 
tujuan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas 
Presiden diantaranya: (1)  Pembangunan Sumber 
Daya Manusia; (2) Pembangunan  Infrastruktur; 
(3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederahaan 
Birokrasi; dan (5) Transformasi Ekonomi. Dalam rangka 
mendukung Prioritas Presiden tersebut telah ditetapkan 
7 (tujuh) Prioritas Nasional, dimana prioritas nasional 
ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukam dan 
transpormasi pelayanan publik. 

Selanjutnya untuk mendukung prioritas nasional 
dalam program pembinaan politik dan penyelengaraan 
pemerintahan umum, dalam Renstra Kementerian Dalam 
Negeri telah menetapkan tujuan strategis Kementerian 
Dalam Negri yaitu terpeliharanya stabilitas politik dalam 
negeri dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas 
demokrasi Indonesia dengan parameter pengukuran 
capaian sasaran strategis diantaranya indeks demokrasi 
indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pemilu dan pemilukada dan indeks kinerja organisasi 
kemasyarakatan.

Terkait capaian indeks kinerja organisasi 
kemasyarakat sangat bergantung pada layanan dan 
fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan 
Pemerintahan Umum melalui Direktorat Organisasi 
Kemasyarakatan.

2. Masalah Pokok
Besarnya jumlah ormas di Indonesia sejalan dengan 

keragaman bentuk ormas di Indonesia. Sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat 3 bentuk 
ormas yang secara faktual berkegiatan di Indonesia, 
ormas tersebut adalah:

a. Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan 
dan yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia;

b. Ormas tidak berbadan hukum berjenjang dan tidak 
berjenjang yang terdaftar di Kementerian Dalam 
Negeri;

c. Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing 
(WNA) (Badan Hukum Yayasan Asing/Sebutan 
Lainnya) yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri.

Secara jumlah data yang dirilis oleh Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan Kementerian Luar Negeri per tanggal 19 
September 2022 mencatat jumlah ormas sebanyak 
495.094 ormas dengan rincian 2359 ormas tidak 
badan hukum, 492683 ormas badan hukum (202780 
perkumpulan dan 289903 yayasan) serta 52 ormas 
badan hukum yayasan asing.

Adanya tiga bentuk ormas yang dilaksanakan 
pendaftarannya oleh tiga kementerian berbeda dengan 
sistem yang tidak saling terkoneksi satu dengan yang 
lain yang mengakibatkan tidak adanya data ormas yang 
komprehensif, membawa konsekuensi logis adanya 
disparitas data ormas itu sendiri di masing-masing 
stakeholders. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai 
dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas, contohnya 
masih adanya ormas yang memiliki dua legalitas bentuk 
ormas baik badan hukum dan ormas tidak berbadan 
hukum. Contoh yang demikian membentuk kerawanan 
tersendiri atas ormas dan berpotensi menimbulkan 
sengketa internal ormas. Selain itu ketiadaan data ormas 
yang komprehensif akan berdampak negatif dengan 
menimbulkan hambatan pada aktivitas pengawasan 
ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas.

II.  DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
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Kemendagri adalah salah satu institusi pemerintah 
yang berperan penting dan memiliki kewenangan 
yang diamanatkan oleh undang-undang dalam 
menyelenggarakan proses adminstratif dan menangani 
tata kelola kebijakan ormas secara nasional. Secara 
umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri 
memiliki peran pada aspek substantif dan administratif 
dalam ranah pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan 
dan pemberian sanksi kepada ormas. Dalam hal ini 
secara fungsi tata kelola dan penyelenggaraan kebijakan 
bidang organisasi kemasyarakatan dilaksanakan 
secara substansial oleh Direktorat Jenderal Politik 
dan Pemerintahan Umum cq. Direktorat Organisasi 
Kemasyarakatan.

a. Visi
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 

Umum memberikan gambaran mengenai keadaan yang 
ingin diwujudkan di masa depan untuk mendukung 
visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu 
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, 
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 
Selanjutnya, sebagai upaya untuk mewujudkan 
Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya 
pemerintah dan politik dalam negeri, meningkatkan 
pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga 
integrasi bangsa dalam 5 (lima) tahun kedepan seluruh 
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam 
Negeri, yang dalam pelaksanaannya dipandu dalam visi 
“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, 
Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat 
penyelengaraan pemerintahan dalam negeri, untuk 
mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden”.

b. Misi
Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 

Umum yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan 
visi, sesuai dengan misi pertama Kementerian Dalam 
Negeri, sebagai berikut “memperkuat implementasi 
ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, 
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karekter 
kebangsaan dan stabilitas politik dalam negeri”.

c. Tujuan
Sejalan dengan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 

tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya sistem politik 
yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Politik 
dan Pemerintahan Umum

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum sebagai salah satu unit eselon I dilingkungan 
Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka pencapaian 
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis menetapkan arah 
kebijakan “terwujudnya sistem politik yang demokratis 
berlandaskan nilai-nilai Pancasila.” Dengan strategi 
sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi;
2. Peningkatan kapasitas partai politik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pemilukada dan pemilu;
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi 

kemasyarakatan;
5. Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai 

ideologi Pancasila; 
6. Pemantapan Iklim kondusif serta persatuan dan 

kesatuan bangsa; dan
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 
mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen 
Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024, 
pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Politik 
dan Pemerintahan Umum diarahkan pada beberapa 
program yaitu meningkatnya kebebasan sipil, hak-
hak politik dan lembaga demokrasi, simpul strategis 
pembumian pancasila berjalan optimal, meningkatnya 
kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi 
dini dan cegah dini dan meningkatkan kualitas layanan 
dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya unit 
kerja eselon I Kementerian Dalam Negeri. Adapun untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran 
strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP) 
tahun 2021 sebagai berikut:

a. Indeks Demokrasi Indonesia dengan target nilai 
77,36;

b. Indeks Kinerja Ormas dengan target nilai 60;
c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dengan 

target nilai 2,385;
d. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) dengan nilai 

67,2;
e. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dengan 

nilai 2,870;
f. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya 

dengan nilai 2,315;
g. Indeks Kewaspadaan Nasional dengan target 1 

dokumen; dan
h. Nilai Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi dengan 

target 14.
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Selanjutnya pada kaitan dengan penyelengaraan 
kebijakan bidang ormas sesuai dengan Permendagri 
13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 157 dijelaskan 
bahwa Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 
sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum di bidang organisasi kemasyarakatan dan fungsi 
dari Direktorat Ormas sebagaimana dijelaskan pada 
Pasal 158 adalah: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di 
bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

d. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang pendaftaran dan sistem informasi 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
kemitraan organisasi kemasyarakatan, 
pengembangan sumber daya manusia organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat.
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Kedudukan Project Leader adalah sebagai pembantu 
tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 
dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum yang 
ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian 
pada Perpres Nomor 114 Tahun 2021.

 Selanjutnya secara khusus Project Leader  
sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan memiliki 
tugas  melaksanakan sebagian tugas Direktorat 
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang 
organisasi kemasyarakatan dan Fungsi dari Direktorat 
Ormas sebagaimana dijelaskan Permendagri 13 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri pada Pasal 157

a. Kedudukan Project Leader

b.	 Identifikasi	dan	Deskripsi	Isu
Dalam rangka mengatasi permasalahan pokok 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi 
kemasyarakatan, kinerja project leader secara spesifik 
dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1) Kondisi Saat ini
Sesuai pasal 1 angka 1 dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, ormas adalah organisasi yang 
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 
bedasarkan aspirasi, kehendak, kepentingan dan 
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Unang-Undang Dasar 
1945.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 
masyarakat sipil atau ormas pada khususnya tidak 
hanya sekadar berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
negara, tetapi juga mengurus dan membangun dirinya 
sendiri. Agar masyarakat sipil dapat berkembang maka 
diperlukan strategi dan inovasi dalam pengelolaan 
potensi dan dinamika ormas.

Selain untuk meningkatkan peran dan fungsi 
ormas dalam pembangunan, strategi dan inovasi dalam 
rangka pengelolaan potensi dan dinamika ormas juga 
dibutuhkan sebagai langkah penanganan fenomena 
ormas saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. 
Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dalam makalahnya yang 
berjudul “Peran Strategik Ormas Profesi (Sandiman) 
dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia” pada 
Forum Silaturahim Anggota Ikatan Sandiman Indonesia, 
Jakarta, 14 Oktober 2010, fenomena ormas yang ada 
dapat identifikasi sebagai berikut: 
1. Partisipasi politik ormas sangat meningkat dan 

menyebar;
2. Jumlah ormas yang meningkat pesat (sektor, 

cakupan kerja dan aktor);
3. Hubungan ormas dengan pihak luar negeri 

berkembang secara intensif;
4. Keterkaitan ormas dengan parpol sangat intensif;
5. Mobilisasi massa oleh ormas yang sangat intens 

dan beragam; 
6. Penyalahgunaan (abuse) dan penyimpangan 

(misuse) ormas cenderung meningkat baik secara 
internal maupun eksternal (praktek pencucian uang, 
terorisme dan gerakan separatisme);

7. Perangkat regulasi yang belum memadai untuk 
mengakomodasi seluruh dinamika perkembangan 
ormas;

8. Masih ada ormas yang berorientasi kekuasaan 
dan ekonomi, ketimbang melaksanakan fungsi 
aslinya yakni fungsi-fungsi sukarela membangun 
masyarakat.
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Kaitannya hal tersebut, maka arah penataan ormas 
melalui strategi dan inovasi oleh Direktorat Ormas ke 
depan juga dilaksanakan sebagai reposisi peran ormas 
dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Dalam hal 
ini ormas diharapkan untuk berperan sebagai fasilitator 
penyampaian aspirasi, kekuatan sosial sebagai kontrol 
konstruktif bagi progam pembangunan pemerintah, 
fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat 
sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam 
pelaksanaan pembangunan. Melalui penataan dan 
reposisi peran ormas dalam hal pelaksanaan program 
pembangunan pemerintah, civil society diharapkan 
dapat memainkan peran dalam mendorong efektivitas 
pelaksanaan program pemerintah untuk masyarakat 
(Jun dalam Kusumawati, 2014).

Quinn (1999) mengartikan strategi adalah suatu 
bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-
tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian 
tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu 
kesatuan yang utuh. Sedangkan inovasi didefinisikan 
sebagai sesuatu yang disengaja, baru, dan perubahan 
spesifik yang lebih berguna dalam pencapaian 
suatu tujuan (Miles, 1964). Upaya peningkatan peran 
dan fungsi ormas dalam pembangunan melalui 
strategi dan inovasi, memberi konsekuensi penting 
akan kebutuhan pembangunan sistem pengelolaan 
ormas yang berorientasi pada inisiasi pembentukan 
lingkungan strategis yang mendorong ormas sebagai 
organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, 
transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan arah penataan ormas sesuai 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan yang meliputi: 
a). Fasilitasi kebijakan melalui prakarsa perubahan 

regulasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

b). Pembentukan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan 
publik dan tertib administrasi pendaftaran;

c). Penerapan pola pemberdayaan ormas berbasis 
kerjasama atau fasilitasi kegiatan yang mampu 
meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan 
hidup ormas; dan

d). Upaya pengawasan ormas secara terpadu yang 
meminimalisir intervensi yang bersifat memaksa.
dalam menciptakan interaksi yang seimbang 

antara pasar, negara dan masyarakat sipil dalam rangka 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Karena 
intervensi yang terlalu kuat terhadap masyarakat 
sipil akan berakibat pada padamnya dinamika 
sosial, memasung kreativitas, dan menimbulkan 
ketergantungan masyarakat sipil atau ormas terhadap 
Negara.

a). Saat ini pemerintah telah menerbitkan peraturan 
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan 

2)	 Kondisi	yang	diharapkan

oleh warga negara asing. Instrumen hukum terkait 
dengan ormas tersebut sudah berlaku kurang lebih 6 
(enam) tahun dan dengan adanya perubahan Undang-
Undang Ormas serta dinamika kehidupan demokrasi 
saat ini termasuk adanya kebutuhan penyesuaian atas 
putusan Mahkamah Konstitusi, maka dipandang perlu 
untuk meIakukan penyesuaian terhadap substansi 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing 
untuk memenuhi kebutuhan pengaturan ormas saat ini.

b). Pendaftaran sebagai hulu dari pengelolaan ormas perlu 
upaya penguatan. Pendaftaran dalam prosesnya akan 
didorong untuk dapat menghasilkan satu identitas 
tunggal bagi setiap ormas melalui pemanfaatan koneksi 
data antar kementerian melalui SIORMAS (Sistem 
Informasi Organisasi Kemasyarakatan). SIORMAS adalah 
seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, 
sumber daya manusia dan teknologi yang saling 
berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna 
untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan 
tertib administrasi di bidang keormasan. Tersebarnya 
data keormasan di masing-masing Kementerian yang 
menangani pendaftaran ormas, kemudian di berbagai 
Kementerian/Lembaga sesuai bidang kegiatan dan 
juga di Pemerintah Daerah, mendorong kebutuhan 
untuk membuat sebuah sistem informasi terpadu 
dalam jaringan dengan tujuan untuk mempermudah 
sinkronisasi data ormas secara nasional.

c). Pergeseran paradigma pemerintahan dari administrasi 
publik tradisional ke new public management dan 
selanjutnya network governance mempengaruhi 
pelaksanaan pelayan publik sebagai bagian dari program 
pembangunan khususnya terhadap pola hubungan 
para aktor terkait. Dalam hal ini pelayanan publik atau 
pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan 
oleh pemerintah akan tetapi juga melibatkan masyarakat 
sipil baik secara individu maupun berkelompok atau 
ormas dalam bentuk co-production sebagai ujung 
tombak penerapan strategi pola pemberdayaan ormas.

d). Dalam hal pengawasan ormas secara terpadu, patut 
diakui masih terdapat celah hukum dalam terkait regulasi 
terkait pengawasan ormas, dimana saat ini regulasi yang 
ada masih berfokus pada pola pengawasan khususnya 
bagi ormas terdaftar serta kurang memberikan porsi 
yang proporsional atas keberadaan ormas yang tidak 
terdaftar. Contoh faktual yang dapat disampaikan adalah 
keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang tidak 
terdaftar baik sebagai ormas tidak berbadan hukum 
ataupun sebagai ormas berbadan hukum. Keberadaan 
organisasi Khilafatul Muslimin yang menurut data Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme meliliki lebih 
dari 2000 anggota dan tersebar dari selatan Sumatera 
hingga Flores namun seakan berada diluar sistem, 
memberikan peringatan pentingnya keterpaduan dan 
perlunya Standard Operating Procedure (SOP) kerja 
pengawasan ormas yang diharapkan mampu menekan 
ego sektoral antar kementerian dan meningkatkan 
efektifitas penanganan aktifitas ormas.
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Tabel 1.1
Analisis Isu dengan ASTRID

Dari keempat isu dimaksud maka perlu ditentukan 
isu yang strategis yang harus segera ditangani sesuai 
skala prioritas dan kewenangan project leader.

Untuk mendapatkan isu strategis maka dilakukan 
analisis dengan model ASTRID (Aktual, Spesifik, 
Transformasi, Relevan, Inovatif), yang menggunakan 
kriteria:

NO ISU

KRITERIA

Jumlah PeringkatA S T R I D

15% 10% 10% 15% 20% 30%

1
Perubahan regulasi pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan

13 9 7 11 14 20 74 IV

2

Pembentukan Sistem Informasi Organisasi 
Kemasyarakatan untuk meningkatkan 
pelayanan publik dan tertib administrasi 
pendaftaran

14 9 9 13 18 28 91 I

3
Penerapan pola pemberdayaan ormas 
berbasis kerjasama

14 8 8 12 16 23 81 II

4 Upaya pengawasan ormas secara terpadu 13 8 9 12 15 22 79 III

c.	 Tapis	dan	Analisis	Isu	Strategis

 » Aktual, yaitu isu yang benar-benar terjadi dan 
sedang hangat dibicarakan;

 » Spesifik, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak; 

 » Transformasi, yaitu isu yang memiliki dimensi 
masalah yang kompleks, sehingga perlu segera 
dicarikan solusinya;

 » Relevan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis;
 » Inovatif, yaitu bersifat kebaruan bagi unit organisasi 

atau inisiatif pemecahan masalahnya (inovasi);
 » Dapat dilakukan, yaitu  dapat diselesaikan 

sesuai masa pelatihan.

Hasil penapisan isu dapat dilihat pada tabel 3.1 Analisis isu      dengan 
metode ASTRID, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil identifikasi dan tapis isu menggunakan ASTRID diperoleh isu strategis yang perlu segera ditangani 
adalah: Pembentukan	Sistem	Informasi	Organisasi	Kemasyarakatan	untuk	meningkatkan	pelayanan	publik	dan	tertib	
administrasi.
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Untuk mengatasi isu strategis tersebut maka gagasan proyek perubahan ini adalah: INTEGRASI DATA ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH. Inovasi atau 
terobosan tersebut bila diukur didapat penjelasan sebagai berikut  :

NO KRITERIA

INOVASI TEROBOSAN :

INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU 

PELAYANAN PEMERINTAH

1
Kebaruan (Novelty) dalam sebuah 
perubahan

Judul	dimaksud	belum	ada	dalam	perumusan	proyek	
perubahan	dari	lembaga	manapun

2 Dampak positif dan manfaat
Tersedianya	data	komprehensif	ormas	nasional	sebagai	
dasar	perencanaan	dan	implementasi	kebijakan	ormas

3 Solusi terhadap permasalahan pokok

Solusi	dari	ketidaksinkronan	data,	pola	hubungan	
antar lembaga yang tidak berjalan beriringan dan tidak 
terkoordinasikannya	program	adalah	dengan	melakukan	

sinergitas dalam berbagai hal

4 Berkesinambungan dan dapat direplikasikan
Pola kerja dilakukan lintas sektor dengan melibatkan K/L 

dan Pemerintah Daerah bahkan Ormas sehingga menjamin 
kesinambungan

5 Memiliki kompatibilitas
Proyek	perubahan	ini	dapat	direalisasikan	karena	sudah	
sesuai dengan tugas fungsi, dan sesuai dengan realitas 

yang	akan	dihadapi	di	lapangan

Tabel 1.2
Inovasi Kebijakan

5. Inovasi

6. Diagnosa Organisasi

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Dit Ormas) 
merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat 
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang  
Kementerian Dalam Negeri pada pasal 11  dijelaskan 
bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum mempunyai tugas meneyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik 
dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kemudian pada 
Perpres Nomor 114 Tahun 2021 dijelaskan bahwa fungsi 
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 
adalah:

a. Kondisi Umum Organisasi Ditjen Politik 
dan Pemerintahan Umum

1). Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri 
dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan 
dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, 
pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3). Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan 
dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, 
pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4). Pelaksanaan pembinaan umum di bidang 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, 
penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi 
Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan 
ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan 
nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan 
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, 
penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi 
Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan 
ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan 
nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan 
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi;

7). Masyarakat, penerapan penghayatan dan 
pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, 
pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi 
penanganan konflik sosial;

8). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
9). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 157 dijelaskan 
bahwa Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 
sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum di bidang organisasi kemasyarakatan dan fungsi 
dari Direktorat Ormas sebagaimana dijelaskan pada 
Pasal 158 adalah:
1). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di 

bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber 
daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemasyarakatan asing;

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber 
daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemasyarakatan asing;

3). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber 
daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemasyarakatan asing;

4). Pelaksanaan pembinaan umum di bidang 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pendaftaran dan sistem informasi organisasi 
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing;

6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang pendaftaran dan sistem informasi 
organisasi kemasyarakatan, pengembangan 
kemitraan organisasi kemasyarakatan, 
pengembangan sumber daya manusia organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing;

7). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, 2021
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b. Diagnosa Organisasi 
Untuk mewujudkan kinerja organisasi maka 

diperlukan identifikasi dan analisa kapasitas organisasi 
sebelum melakukan proyek perubahan secara 
sistematis. Guna menjawab permasalahan isu strategis 
sebagaimana diatas, diperlukan diagnosis organisasi 
untuk mengetahui kemampuan apa saja yang harus 
dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk itu sebelum melakukan aksi perubahan, 
project leader perlu mengetahui keadaan organisasi 
dengan melakukan diagnose organisasi. Penerapan 
yang dilakukan pada diagnose terhadap Direktorat 
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggunakan 
metode pendekatan.

Weisbord’s Six Box Model yang dikembangkan 
oleh Marvin Weisbord, seorang analis Pengembangan 
Organisasi (Organizational Development) untuk 
menganalisa fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. 
Model ini dipublikasikan pertama kali dalam buku 
“Organizational Diagnosis: A Workbook of Theory and 
Practice,” pada tahun 1978. Digunakan untuk melihat 
gap yang ada di organisasi antara apa yang terjadi 
sekarang dengan kondisi optimum yang diinginkan.

Menurut Weisbord (1992), suatu organisasi 
digambarkan mempunyai enam kotak yaitu tujuan 
(purpose), struktur (structure), tata hubungan 
(relationship), penghargaan (reward), kepemimpinan 
(leadership), mekanisme tata kerja (helpful mechanism).

Gambar 1.2
Weisbord Six Boxes Model (1976)

(Sumber: Valetta, 2005)

Weisbord memberikan pertanyaan-pertanyaan 
kunci untuk mendiagnosa tiap kotak tersebut. Setiap 
kotak harus dilakukan diagnosa baik yang meliputi 
sistem formal maupun sistem informalnya. Dengan cara 
ini akan dapat diidentifikasi bahwa masalah utamanya 
terdapat pada pijaran box yang paling perlu diintervensi 
dengan inovasi tertentu. Elemen-elemen Weisbord’s Six 

Boxes model bila diaplikasikan pada inovasi INTEGRASI 
DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA 
NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU 
PELAYANAN PEMERINTAH.

Aplikasi Elemen-elemen Weisbord’s Six Boxes 
model pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan :

1). Tujuan	 (Purpose), tujuan organisasi sesuai tugas 
dan fungsi kementerian ditetapkan  dengan 
Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 
Tentang Kementerian Dalam Negeri dan peraturan 
pelaksanaan lainnya. Adapun khusus bidang ormas 
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pelaksana 
dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan 
Oleh Warga Negara Asing serta peraturan teknis 
lainnya dalam bentuk Permendagri 56, 57, 58 Tahun 
2017.

2). Struktur (Structure), telah dibentuk komponen 
termasuk Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 
berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri.

3). Tata	Hubungan	(Relationship), tata hubungan antar 
stakeholders telah diatur secara formal.

4). Penghargaan (Reward), berdasarkan UU No 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penghargaan 
formal berupa insentif diberikan kepada ASN 
berkinerja tinggi, demikian pula halnya pemberian 
punishment kepada yang berkinerja rendah.

5). Kepemimpinan	(Leadership), pemimpin yang AGILE 
dapat digambarkan sebagai pemimpin yg cerdas, 
cepat melihat peluang, cepat dalam beradaptasi 
dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Gaya 
dan jenis kepemimpinan sangat tergantung situasi 
dan kondisi yang ada/ eksisting dan sangat dinamis 
sesuai tuntutan zaman (Milenial dan Casual).

6). Mekanisme	 Tata	 Kerja	 (Helpful	 Mechanism)	
mekanisme dan tata kerja organisasi telah diatur 
dalam Permendagri 13 Tahun 2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.
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B. PENELITIAN KEPUSTAKAAN
Untuk menjamin keaslian / originalitas dan menghindari terjadinya duplikasi proyek perubahan, maka telah dilakukan 

penelitian kepustakaan di perpustakaan dan beberapa sumber pustaka lainnya, dan hasilnya tidak ditemukan judul dimaksud 
dalam perumusan proyek perubahan darilembaga manapun.

C. ALUR PEMIKIRAN
Alur Pemikiran Proyek Perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pikir Integrasi Data Ormas Melalui Pengembangan SIORMAS

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022)
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A. TUJUAN
Tujuan rancangan proyek perubahan ini adalah untuk 

mengintegrasikan data organisasi kemasyarakatan 
secara nasional dalam rangka peningkatan mutu 
pelayanan pemerintah, hal tersebut dilakukan dengan 
melakukan pemanfaatan koneksi data antar kementerian 
dalam bentuk SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi 
Kemasyarakatan). SIORMAS adalah seperangkat 
tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya 
manusia dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola 
secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung 
manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi 
di bidang keormasan. Tersebarnya data keormasan 
di masing-masing kementerian yang menangani 
pendaftaran ormas, kemudian di berbagai kementerian/
lembaga sesuai bidang kegiatan dan juga di pemerintah 
daerah, mendorong kebutuhan untuk membuat sebuah 
sistem informasi terpadu dalam jaringan dengan tujuan 
untuk mempermudah sinkronisasi data ormas secara 
nasional.

Untuk mencapai kinerja tujuan rancangan proyek 
perubahan maka dirancang capaian kinerja :
1. CAPAIAN KINERJA JANGKA PENDEK    

(60 HARI)
1). Terbentuknya SIORMAS yang telah terintegrasi 

datanya dengan aplikasi pendaftaran ormas tidak 
badan hukum dalam SIOLA (Sistem Informasi 
Online Layanan Administrasi) Kementerian Dalam 
Negeri;

2). Penandatanganan perjanjian kerjasama 
pemanfaatan data ormas badan hukum dan tidak 
badan hukum;

3). Pemanfaatan data kependudukan pada SIOLA
4). Pemanfaatan data sistem administrasi badan 

hukum bagi pemerintah dan pemda.

2. CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH 
(2 BULAN – 1 TAHUN)

1). Tersedianya single identity dalam SIORMAS;
2). Tersedianya data ormas asing dalam SIORMAS.

3. CAPAIAN KINERJA JANGKA PANJANG   
(1 - 2 TAHUN)
Terintegrasinya data ormas nasional baik bentuk 

tidak badan hukum, badan hukum maupun ormas asing 
dalam SIORMAS.

B. MANFAAT 
SIORMAS sebagai bentuk inovasi dalam hal ini 

ditujukan sebagai rumah besar data keormasan di 
Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk 
pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan 
Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia bagi ormas berbadan hukum. Sistem Informasi 
Online Layanan Administrasi (SIOLA) Kementerian 
Dalam Negeri bagi ormas tidak berbadan hukum dan 
sistem data ormas asing di Kementerian Luar Negeri. 
Pengembangan SIORMAS dalam hal ini juga dimaknai 
sebagai bagian awal dari inovasi atau perubahan 

penyusunan database ormas agar seluruh data 
mengenai keberadaan ormas dapat terpetakan dan 
terintegrasikan secara nasional.

Melalui pemanfaatan koneksi data antar kementerian 
melalui SIORMAS maka dapat diidentifikasikan 
beberapa manfaat yang akan dihasilkan. Bagi ormas 
adanya SIORMAS akan mendorong terciptanya adanya 
single identity atau identitas tunggal bagi setiap ormas 
yang memberikan penguatan jaminan pengakuan 
keberadaan dan legalitas organisasi. Ormas dalam hal 
ini akan menjadi satu entitas utuh yang lebih resisten 
dalam menghadapi sengketa. Bagi ormas adanya single 
identity akan memberikan satu manfaat imunitas atas 
permasalahan internal kepengurusan. Di sisi lain bagi 
pemerintah penerapan strategi pelayanan pendaftaran 
berbasis single identity dan SIORMAS akan memberikan 
nilai tambah dimana pemerintah akan mendapatkan 
data utuh potensi ormas di Indonesia sehingga 
mempermudah pelaksanaan tahapan pengelolaan 
ormas secara nasional selanjutnya yaitu pemberdayaan 
dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. 

Secara langsung ketersediaan data ormas yang 
komprehensif akan mempermudah akses informasi 
bidang keormasan bagi pemerintah daerah selaku 
stakeholder yang berinteraksi langsung dengan aktivitas 
ormas di daerah, dan secara langsung ketersediaan data 
ormas yang komprehensif akan berdampak positif pada 
pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri selaku 
koordinator nasional pengawasan ormas berbadan 
hukum Indonesia dan ormas tidak berbadan hukum di 
Indonesia.

Kedepan peningkatan layanan pendaftaran juga 
dilakukan melalui pemanfaatan data kependudukan. 
Dengan terkoneksinya data kependudukan dengan 
layanan pendaftaran ormas maka secara faktual akan 
dapat diketahui “kode genetik’ atau “DNA” ormas 
yang bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu 
entitas dengan entitas lainnya maupun keterkaitan dan 
persamaan dari satu entitas dengan entitas lainnya. 
Pemberdayaan maupun pengawasan ormas sebagai 
tahapan lanjutan pengelolaan ormas nasional sekali 
lagi akan lebih dimudahkan dengan ketersediaan 
data keormasan yang komprehensif sampai 
ditingkat kode terkecil yaitu data kependudukan. Dari 
konektivitas tersebut, ormas akan dapat diproyeksikan 
pergerakannya dan dapat lebih didorong untuk 
mendapatkan akses pelayanan pemerintah yang sesuai 
dengan kebutuhannya.

III.  TUJUAN DAN MANFAAT
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Stavros, Cooperrider, dan Kelly (2003) menawarkan 
konsep SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, 
Results) sebagai alternatif terhadap analisis SWOT, 
yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry 
(AI). Pendekatan ini mulai dipopulerkan oleh David   
Cooperrider, dalam bukunya Introduction to Appreciative 
Inquiry (1995). Dalam perkembangannya, terdapat 
berbagai jenis metode analisis yang dapat dipergunakan 
dalam perencanaan lingkungan strategis.

Model SOAR mengubah analisis SWOT, yang sudah 
sangat mapan, dalam hal faktor-faktor kekurangan 
(weakness) internal organisasi serta ancaman (threats) 
eksternal yang dihadapinya ke dalam faktor-faktor 
aspirasi (aspiration) yang dimiliki perusahaan serta hasil 
(results) terukur yang ingin dicapai. Model analisis ini 
beranggapan bahwa faktor kekurangan dan ancaman 
dapat memunculkan perasaan negatif bagi para 
anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi 
mereka untuk berbuat yang terbaik. Dalam kerangka 

1). Strength (S) adalah hal-hal yang menjadi kekuatan 
serta aset terbesar yang dimiliki/diungkapkan, 
baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak 
berwujud.

2). Opportunities (O) yaitu analisis terhadap 
lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang 
terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh 
organisasi lingkungan eksternal merupakan sebuah 
wilayah yang penuh dengan berbagai macam 
kemungkinan dan peluang.

3). Aspirations (A) dimana para anggota organisasi 
berbagi aspirasi dan merancang kondisi masa depan 
yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan 
rasa percaya diri dan kebanggaan baik terhadap diri 
sendiri, pekerjaan, departemen, maupun organisasi 
secara keseluruhan.

4). Results (R) yaitu menentukan ukuran dari hasil-
hasil yang ingin dicapai (measurable results) dalam 
perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh 
mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati 
bersama.

Selanjutnya untuk kesiapan pelaksanaan 
proyek perubahan maka kondisi. Analisa SOAR yang 
diaplikasikan adalah sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan)

1). Pimpinan paham literasi digital;
2). Data primer tersedia lengkap;
3). Akses internet kuat;
4). Anggaran tersedia.

2. Opportunities (peluang)

1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan 
Pelaksanaan lainnya;

2). Kebijakan SPBE (Perpres 95/2018);
3). Kebijakan SATU DATA INDONESIA (Perpres 

39/2019);
4). Teknologi API;
5). Perkembangan media sosial mempermudah 

publikasi dan kampanye kelembagaan;
6). Perkembangan IT mendorong kegiatan berbasis 

data dan digital.

 

 

 
 

 

 

 

kerja SOAR, sebanyak mungkin stakeholder dilibatkan, 
yang didasarkan pada integritas para anggotanya. 
Masalah integritas menjadi sangat penting            karena 
para stakeholder harus menyadari asumsi-asumsi yang 
menjadi dasar penggerak bagi para pemimpin organisasi

IV. OUTPUT/OUTCOME

A. OUTPUT
Output dari proyek perubahan ini adalah 

terbentuknya SIORMAS yang telah mengintegrasikan 
data ormas nasional.

B. OUTCOME
Outcome yang dihasilkan dari proyek perubahan 

ini adalah terwujudnya sinergitas pendaftaran,
pemberdayaan dan pengawasan ormas secara nasional 
oleh setiap stakeholders di Indonesia.

V.  TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
Dalam penyusunan strategi suatu organisasi 

harus didasarkan pada suatu  metode analisis. Dalam 
perkembangannya terdapat berbagai jenis metode 
analisis yang dapat dipergunakan dalam  perencanaan 
strategis, yang salah satunya adalah instrumen analisis 
SOAR

Gambar 1.4

Instrumen Analisis SOAR

3. Aspirations (aspirasi)

1). Adanya komitmen bersama pemanfaatan data
ormas nasional;

2). Adanya ruang kreativitas peningkatan SDM;
3). Bekerja berdasarkan data.

4.   Results (hasil)

1). Terbentuknya integrasi data, informasi, deteksi dan
reaksi kebijakan tentang ormas; dan

2). Menurunnya resiko mismanagement tentang ormas
secara nasional.

Dalam menganalisa permasalahan dengan 
penggunaan metode SOAR mempunyai beberapa 
tahapan yang harus dilaksanakan, hal tersebut 
tergambar dalam skema berikut ini :
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anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi 
mereka untuk berbuat yang terbaik. Dalam kerangka 

1). Strength (S) adalah hal-hal yang menjadi kekuatan 
serta aset terbesar yang dimiliki/diungkapkan, 
baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak 
berwujud.

2). Opportunities (O) yaitu analisis terhadap 
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terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh 
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yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan 
rasa percaya diri dan kebanggaan baik terhadap diri 
sendiri, pekerjaan, departemen, maupun organisasi 
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hasil yang ingin dicapai (measurable results) dalam 
perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh 
mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati 
bersama.

Selanjutnya untuk kesiapan pelaksanaan 
proyek perubahan maka kondisi. Analisa SOAR yang 
diaplikasikan adalah sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan)

1). Pimpinan paham literasi digital;
2). Data primer tersedia lengkap;
3). Akses internet kuat;
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5). Perkembangan media sosial mempermudah 

publikasi dan kampanye kelembagaan;
6). Perkembangan IT mendorong kegiatan berbasis 

data dan digital.

 

 

 
 

 

 

 

kerja SOAR, sebanyak mungkin stakeholder dilibatkan, 
yang didasarkan pada integritas para anggotanya. 
Masalah integritas menjadi sangat penting            karena 
para stakeholder harus menyadari asumsi-asumsi yang 
menjadi dasar penggerak bagi para pemimpin organisasi

IV. OUTPUT/OUTCOME

A. OUTPUT
Output dari proyek perubahan ini adalah 

terbentuknya SIORMAS yang telah mengintegrasikan 
data ormas nasional.

B. OUTCOME
Outcome yang dihasilkan dari proyek perubahan 

ini adalah terwujudnya sinergitas pendaftaran,
pemberdayaan dan pengawasan ormas secara nasional 
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V.  TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
Dalam penyusunan strategi suatu organisasi 

harus didasarkan pada suatu  metode analisis. Dalam 
perkembangannya terdapat berbagai jenis metode 
analisis yang dapat dipergunakan dalam  perencanaan 
strategis, yang salah satunya adalah instrumen analisis 
SOAR
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3. Aspirations (aspirasi)

1). Adanya komitmen bersama pemanfaatan data
ormas nasional;

2). Adanya ruang kreativitas peningkatan SDM;
3). Bekerja berdasarkan data.

4.   Results (hasil)

1). Terbentuknya integrasi data, informasi, deteksi dan
reaksi kebijakan tentang ormas; dan

2). Menurunnya resiko mismanagement tentang ormas
secara nasional.

Dalam menganalisa permasalahan dengan 
penggunaan metode SOAR mempunyai beberapa 
tahapan yang harus dilaksanakan, hal tersebut 
tergambar dalam skema berikut ini :
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 Gambar 1.5
Tahapan Analisis SOAR

Analisis SOAR bagi perencanaan strategis dimulai 
dengan initiate (keputusan untuk memilih SOAR)
kemudian dilanjutkan dengan inquiry dan menggunakan 
pertanyaan positif guna mempelajari visi, kekuatan dan 
peluang potensial setiap anggota organisasi. Kemudian 
dilanjutkan dengan imajinasi dalam merancang masa 
depan yang diharapkan. Selanjutnya ialah penentuan 
inovasi yang akan diambil dalam penentuan sasaran 
jangka pendek, rencana taktikal dan fungsional,
program, sistem, dan struktur yang terintegrasi untuk 
mencapai tujuan masa depan yang diharapkan.
Inspire To Implement adalah Sistem pengakuan dan 
penghargaan kepada pegawai guna mencapai hasil 
terbaik dan terukur.

Tabel 1.3
Matrix SOAR

B. PENTAHAPAN/MILESTONE
Pelaksanaan proyek perubahan dilaksanakan 

secara bertahap sesuai dengan milestones yang telah 
ditetapkan, yaitu:

Tabel 1.4
Rencana Tahapan Jangka Pendek
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Tabel 1.5
Rencana Tahapan Jangka Menengah

Tabel 1.6

Rencana Tahapan Jangka Panjang (2 Tahun)
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B. ANALISIS PENGARUH STAKEHOLDER
Selanjutnya setelah dilakukan pemetaan, dilakukan 

pula analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders. 
Klasifikasi stakeholders ini didasarkan pada 2 (dua) 
hal yaitu tingkat pengaruh (influence) dan kepentingan 
(interest) terhadap proyek perubahan yang akan 
dilakukan, dibagi dalam kategori :
1). Positif (+) : stakeholders memberikan dukungan
2). Negatif (-) : stakeholders tidak memberi dukungan 

atau menentang
3). Netral (+/-) : stakeholders netral, tidak memberikan 

dukungan dan tidak menentang

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan 
terhadap proyek perubahan ini, maka selanjutnya akan 
diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya 
pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan, 
dikategorikan dalam kelompok :

1). Promoters (Key Players), yaitu stakeholders yang 
sangat dibutuhkan dan yang memiliki kepentingan 
tinggi terhadap upaya dan juga kekuatan untuk 
membantu keberhasilan proyek perubahan ini, atau 
kategori kepentingan tinggi, pengaruh tinggi.

2). Defenders (Keep Informed), yaitu stakeholders yang 
perlu dalam Proyek Perubahan dan yang memiliki 
kepentingan dan dapat memberikan informasi 
mengenai perkembangan proyek perubahan, serta 
menyuarakan dukungannya dalam komunitas, 
tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi 
upaya keberhasilan proyek perubahan ini, atau 
kategori memiliki kepentingan, pengaruh rendah.

3). Latents (Keep Satisfied), yaitu stakeholders yang 
tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat 
dalam upaya perubahan ini, tetapi memiliki kekuatan 
besar untuk mempengaruhi upaya perubahan ini, 
atau kategori kepentingan rendah, pengaruh tinggi.

4). Apathetics (Minimal Effort), yaitu stakeholders yang 
kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan 
terhadap proyek perubahan ini, bahkan mungkin 
tidak mengetahui adanya proyek perubahan ini, atau 
kategori kepentingan rendah, pengaruh rendah.

 

 
 
 

 

Tim efektif dibentuk untuk melaksanakan proyek 
perubahan agar tugas-tugas yang bersifat kompleks 
dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Adapun 
susunan dari tim efektif dalam rancangan proyek 
perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

2.	 Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder diperlukan dalam rangka
memetakan dukungan terhadap keberhasilan 
proyek perubahan. Dalam pemetaan stakeholders 
dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
Stakeholders Utama, Stakeholders Internal, Stakeholders 
Eksternal Pemerintah dan Stakeholders Eksternal Non 
Pemerintah.

Adapun identifikasi stakeholders adalah sebagai
berikut:

Tabel 1.8
Identifikasi Stakeholders

 
         
        
     
       

 
       

VI. RENCANA STRATEGI MARKETING
  Kemudian perlu diketahui pula di dalam proyekini 

yang terlibat baik secara aktif maupun tidak, yang 
memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki kekuatan
dan perlu juga dipetakan kembali dalam diagram 
stakeholders berikut ini.

A. IDENTIFIKASI SDM DAN STAKEHOLDERS
1. Pembentukan Tim Efektif

  Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project 
Leader dibantu oleh  tim efektif.

Gambar 1.6
Tata Kelola Proyek Perubahan
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Selanjutnya setelah dilakukan pemetaan, dilakukan 

pula analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders. 
Klasifikasi stakeholders ini didasarkan pada 2 (dua) 
hal yaitu tingkat pengaruh (influence) dan kepentingan 
(interest) terhadap proyek perubahan yang akan 
dilakukan, dibagi dalam kategori :
1). Positif (+) : stakeholders memberikan dukungan
2). Negatif (-) : stakeholders tidak memberi dukungan 

atau menentang
3). Netral (+/-) : stakeholders netral, tidak memberikan 

dukungan dan tidak menentang

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan 
terhadap proyek perubahan ini, maka selanjutnya akan 
diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya 
pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan, 
dikategorikan dalam kelompok :

1). Promoters (Key Players), yaitu stakeholders yang 
sangat dibutuhkan dan yang memiliki kepentingan 
tinggi terhadap upaya dan juga kekuatan untuk 
membantu keberhasilan proyek perubahan ini, atau 
kategori kepentingan tinggi, pengaruh tinggi.

2). Defenders (Keep Informed), yaitu stakeholders yang 
perlu dalam Proyek Perubahan dan yang memiliki 
kepentingan dan dapat memberikan informasi 
mengenai perkembangan proyek perubahan, serta 
menyuarakan dukungannya dalam komunitas, 
tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi 
upaya keberhasilan proyek perubahan ini, atau 
kategori memiliki kepentingan, pengaruh rendah.

3). Latents (Keep Satisfied), yaitu stakeholders yang 
tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat 
dalam upaya perubahan ini, tetapi memiliki kekuatan 
besar untuk mempengaruhi upaya perubahan ini, 
atau kategori kepentingan rendah, pengaruh tinggi.

4). Apathetics (Minimal Effort), yaitu stakeholders yang 
kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan 
terhadap proyek perubahan ini, bahkan mungkin 
tidak mengetahui adanya proyek perubahan ini, atau 
kategori kepentingan rendah, pengaruh rendah.

IV. OUTPUT/OUTCOME
Kemudian perlu diketahui pula di dalam proyekini 

yang terlibat baik secara aktif maupun tidak, yang 
memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki kekuatan 
dan perlu juga dipetakan kembali dalam diagram 
stakeholders berikut ini.

A. IDENTIFIKASI SDM DAN STAKEHOLDERS
1. Pembentukan Tim Efektif

Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project 
Leader dibantu oleh  tim efektif.
                                                        Gambar 1.6

Tata Kelola Proyek Perubahan

Tim efektif dibentuk untuk melaksanakan proyek 
perubahan agar tugas-tugas yang bersifat kompleks 
dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Adapun 
susunan dari tim efektif dalam rancangan proyek 
perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

2.	 Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder diperlukan dalam rangka
memetakan dukungan terhadap keberhasilan 
proyek perubahan. Dalam pemetaan stakeholders 
dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
Stakeholders Utama, Stakeholders Internal, Stakeholders 
Eksternal Pemerintah dan Stakeholders Eksternal Non 
Pemerintah.

Adapun identifikasi stakeholders adalah sebagai
berikut:

Tabel 1.8
Identifikasi Stakeholders

 

Strategi marketing yang akan digunakan dalam 
Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan 
formula 7P, product (Aplikasi Siormas), price (APBN), 
place (Dit Ormas Kemendagri) promotion (Media Sosial), 
people (Internal dan Eksternal Dit Ormas, process 
(Sinergitas lintas Stakeholders) and physical evidence 
(Manfaat yang dirasakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah)

Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi stakeholders analisis stakeholders dilakukan dengan menggunakan
matriks/kuadran kelompok stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) adalah 
sebagai berikut :

Gambar 1.7

Rencana Strategis Marketing dan Faktor Kunci

C. STRATEGI MOBILISASI STAKEHOLDERS
Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan 

perlu adanya upaya menggerakkan stakeholder di 
masing-masing kuadran melalui teknik sebagai berikut :

Tabel 1.9
Kuadran Strategi Mobilisasi Stakeholders

 

Gambar 1.9
Target Market

Teknik komunikasi untuk mobilisasi stakeholders 
dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 1.8
Teknik Komunikasi Stakeholders
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VII.  IDENTIFIKASI POTENSI 
KENDALA/MASALAH DAN RENCANA 
SOLUSINYA

Berdasarkan rumusan milestone dan pentahapan,
terdapat beberapa potensi kendala yang akan 
menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian 
target dan tujuan proyek perubahan antara lain :
1). Waktu yang cukup pendek untuk menggerakkan

semua lini/sektor;
2). Belum tersedianya PKS sebagai wujud landasan

integrasi data;
3). Potensi revisi anggaran dan kurangnya sumber

daya aparatur yang memadai.
Di sisi lain juga perlu diantisipasi atas resiko yang 

jadi kendala/hambatan atas keberhasilan pencapaian 
tujuan proyek perubahan sesuai target waktu yang 
ditetapkan, antara lain :
1). Mematuhi dan mentaati timeline yang sudah

disusun dalam agenda;
2). Melakukan mitigasi awal agar mengurangi resiko

kegagalan pada project yang ada dan sedang 
dijalankan;

3). Memastikan komunikasi secara intensif terus
berjalan dan menjamin ketersediaan anggaran serta 
sumberdaya aparatur yang memadai.

Serta perlu disiapkan beberapa strategi untuk 
mengatasi kendala/masalah dalam mengaplikasikan 
rancangan proyek perubahan ini diantaranya adalah:
1). Mensinergikan jejaring;
2). Menyusun business process  untuk mensukseskan

project ini;
3). Perlu adanya dukungan dari para stakeholders baik

pemerintah maupun non pemerintah yang dapat 
berkontribusi aktif dalam project ini;

4). 4. Menjaga komitmen untuk project ini berjalan
lancar dan fokus.

VIII.  FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
A. UKURAN KEBERHASILAN

Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek 
perubahan meliputi :
1). Adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif

untuk melaksanakan rancangan proyek perubahan
dengan stakeholders dalam Perjanjian Kerjasama;

2). Efektifitas dan efisiensi anggaran;
3). Tercapainya ketepatan waktu dan substansi setiap

tahapan kegiatan sesuai dengan target yang 
direncanakan;

4). Tercapainya target jangka pendek rancangan proyek
perubahan ini;

B. FAKTOR KEBERHASILAN
Adapun beberapa faktor keberhasilan dari

rancangan proyek perubahan ini disebabkan oleh :
1). Tersedianya PKS antar K/L;
2). Ketersediaan Anggaran ;
3). SDM dan Perangkat Keras yang memadai.
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VII.  IDENTIFIKASI POTENSI 
KENDALA/MASALAH DAN RENCANA 
SOLUSINYA

Berdasarkan rumusan milestone dan pentahapan,
terdapat beberapa potensi kendala yang akan 
menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian 
target dan tujuan proyek perubahan antara lain :
1). Waktu yang cukup pendek untuk menggerakkan

semua lini/sektor;
2). Belum tersedianya PKS sebagai wujud landasan

integrasi data;
3). Potensi revisi anggaran dan kurangnya sumber

daya aparatur yang memadai.
Di sisi lain juga perlu diantisipasi atas resiko yang 

jadi kendala/hambatan atas keberhasilan pencapaian 
tujuan proyek perubahan sesuai target waktu yang 
ditetapkan, antara lain :
1). Mematuhi dan mentaati timeline yang sudah

disusun dalam agenda;
2). Melakukan mitigasi awal agar mengurangi resiko

kegagalan pada project yang ada dan sedang 
dijalankan;

3). Memastikan komunikasi secara intensif terus
berjalan dan menjamin ketersediaan anggaran serta 
sumberdaya aparatur yang memadai.

Serta perlu disiapkan beberapa strategi untuk 
mengatasi kendala/masalah dalam mengaplikasikan 
rancangan proyek perubahan ini diantaranya adalah:
1). Mensinergikan jejaring;
2). Menyusun business process  untuk mensukseskan

project ini;
3). Perlu adanya dukungan dari para stakeholders baik

pemerintah maupun non pemerintah yang dapat 
berkontribusi aktif dalam project ini;

4). 4. Menjaga komitmen untuk project ini berjalan
lancar dan fokus.

VIII.  FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
A. UKURAN KEBERHASILAN

Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek 
perubahan meliputi :
1). Adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif

untuk melaksanakan rancangan proyek perubahan
dengan stakeholders dalam Perjanjian Kerjasama;

2). Efektifitas dan efisiensi anggaran;
3). Tercapainya ketepatan waktu dan substansi setiap

tahapan kegiatan sesuai dengan target yang 
direncanakan;

4). Tercapainya target jangka pendek rancangan proyek
perubahan ini;

B. FAKTOR KEBERHASILAN
Adapun beberapa faktor keberhasilan dari

rancangan proyek perubahan ini disebabkan oleh :
1). Tersedianya PKS antar K/L;
2). Ketersediaan Anggaran ;
3). SDM dan Perangkat Keras yang memadai.

IX. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap 
kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan agile (lincah) dalam menghadapi setiap perubahan. Tata kelola 
merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek 
perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project 
Leader dan Tim Kerja. Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya proyek perubahan. Tata 
kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan 
tugas yang   telah   ditetapkan. Unsur-unsur   yang   terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya manusia 
yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan 
koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja yang terbagi dalam Tim Pelaksana dan Tim 
Teknis Lainnya.
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Rencana strategis telah ditetapkan pada saat penyusunan rencana proyek perubahan dengan judul “Integrasi Data 
Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah”, adapun rencana 
tersebut terdapat dalam tabel berikut ini 

A.  CAPAIAN TAHAPAN RENCANA 
STRATEGIS 

Tabel 2.1
Rencana Tahapan Jangka Pendek

  

NO 

 

Tahapan & Kegiatan 

Waktu 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan/ 
Output 

1. Membentuk Tim Efektif Proper 
 a. Penyusunan draft SK Tim Efektif 

b. Pembagian tugas 
c. Pengesahan SK Tim Efektif 

Minggu II 
Oktober 

- Undangan Rapat 
- Dokumentasi 
- Notulensi 
- SK Tim Efektif 

2. Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Siormas dan Integrasi Data 
Siola dengan Siormas 

 a. Melaksanakan rapat teknis bersama 
Stakeholder dalam mendukung 
Proper 

b. Melaksanakan kegiatan 
pembangunan Siormas 

c. Melaksanakan proses integrasi data 
Siola dan Siormas 

d. Mengakomodir hasil rekomendasi 
rapat teknis  dalam pelaksanaan 
Proper 

Minggu II 
Oktober 

- Dokumentasi 
Pelaksanaan 
rapat  

- Terbangunnya 
Siormas 

- Terkoneksinya 
data Siola dengan 
Siormas 

3. Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, 
Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas 

 a. Melaksanakan rapat teknis bersama 
Stakeholder dalam mendukung 
Proper 

b. Mengakomodir hasil rekomendasi 
rapat teknis  dalam pelaksanaan 
Proper 
 

Minggu II 
Oktober 

Dokumentasi 

Pelaksanaan rapat  

4. Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU 
Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Draft Perjanjian 
Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi 
Kemasyarakatan 

 a. Pembahasan konsep kerja sama  
b. Identifikasi peran masing-masing pihak 

Minggu III 
Oktober 

- Undangan 
- Daftar hadir 
- Notulensi 
- Draft Perjanjian 

Kerja Sama 
antara 
Kemendagri 
dengan 
Kemenkumham  

5. Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara 
Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang 
Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan 

  

NO 

 

Tahapan & Kegiatan 

Waktu 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan/ 
Output 

 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama 
antara Ditjen AHU Kemenkumham 
dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
tentang Pertukaran Data dan/atau 
Informasi terkait Organisasi 
Kemasyarakatan 

Minggu IV 
Oktober 

- Undangan, 
- Daftar hadir 
- Perjanjian Kerja 

Sama antara 
Ditjen AHU 
Kemenkumham 
dengan Ditjen 
Polpum 
Kemendagri 
tentang 
Pertukaran Data 
dan/atau 
Informasi terkait 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang telah diparaf 

6. Melaksanakan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola 
dan Siormas 

 a. Melaksanakan rapat teknis 
bersama Stakeholder dalam 
mendukung Proper 

b. Melaksanakan proses awal 
integrasi data NIK dalam layanan 
pendaftaran ormas dalam SIOLA 

c. Melaksanakan penyusunan proses 
bisnis pengembangan 
pemanfaatan NIK dalam layanan 
pendaftaran ormas dalam SIOLA 

d. Mengakomodir hasil rapat teknis  
dalam pelaksanaan Proper 

Minggu I 
November 

- Undangan 
- Materi 
- Notulensi 
- Foto Kegiatan 
- Pointers proses 

bisnis 

7. Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah 
ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan 
SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 

 a. Melaksanakan rapat bersama 
Stakeholder dalam mendukung 
Proper 

b. Mengakomodir hasil rapat teknis  
dalam pelaksanaan Proper 

Minggu I– 
II 
November 

- Undangan Materi 
- Dokumentasi 
- Perjanjian Kerja 

Sama antara 
Ditjen AHU 
Kemenkumham 
dengan Ditjen 
Polpum 
Kemendagri 
tentang 
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NO 

 

Tahapan & Kegiatan 

Waktu 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan/ 
Output 

 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama 
antara Ditjen AHU Kemenkumham 
dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
tentang Pertukaran Data dan/atau 
Informasi terkait Organisasi 
Kemasyarakatan 

Minggu IV 
Oktober 

- Undangan, 
- Daftar hadir 
- Perjanjian Kerja 

Sama antara 
Ditjen AHU 
Kemenkumham 
dengan Ditjen 
Polpum 
Kemendagri 
tentang 
Pertukaran Data 
dan/atau 
Informasi terkait 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang telah diparaf 

6. Melaksanakan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola 
dan Siormas 

 a. Melaksanakan rapat teknis 
bersama Stakeholder dalam 
mendukung Proper 

b. Melaksanakan proses awal 
integrasi data NIK dalam layanan 
pendaftaran ormas dalam SIOLA 

c. Melaksanakan penyusunan proses 
bisnis pengembangan 
pemanfaatan NIK dalam layanan 
pendaftaran ormas dalam SIOLA 

d. Mengakomodir hasil rapat teknis  
dalam pelaksanaan Proper 

Minggu I 
November 

- Undangan 
- Materi 
- Notulensi 
- Foto Kegiatan 
- Pointers proses 

bisnis 

7. Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah 
ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan 
SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 

 a. Melaksanakan rapat bersama 
Stakeholder dalam mendukung 
Proper 

b. Mengakomodir hasil rapat teknis  
dalam pelaksanaan Proper 

Minggu I– 
II 
November 

- Undangan Materi 
- Dokumentasi 
- Perjanjian Kerja 

Sama antara 
Ditjen AHU 
Kemenkumham 
dengan Ditjen 
Polpum 
Kemendagri 
tentang 
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Tabel 2.2
Rencana Tahapan Jangka Menengah

 

No 

 

Tahapan & Kegiatan 

Waktu 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan/                    

Output 

1. Pembahasan Teknis Implementasi Single Identity Ormas dan Bussines 
Process Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS 

 Pelaksanaan pembahasan teknis 
implementasi Single Identity Ormas dan 
Integrasi Data Ormas Asing dalam 
SIORMAS 

Januari 2023 Adanya Konsep 
Implementasi 

3. Uji Coba Implementasi Single Identity Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing 
dalam SIORMAS 

 a. FGD dengan K/L 
b. Penyiapan sarana 
c. Uji Coba 
d. Monitoring Evaluasi 

Februari- 
Maret 
2023 

Dokumen 
Kegiatan  

4. Penerapan Single Identity Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing 
dalam SIORMAS 

 a. Ratas K/L dan stakeholders 
terkait 

b. Penyiapan sarana dan prsarana 
c. Penyiapan sumber daya manusia 

Januari
Maret 
2023 

Dokumen hasil 
Rakor 
Tersedianya 
Sarana 
Prasarana dan 
Sumber Daya 
Manusia 
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Tabel 2.3
Rencana Tahapan Jangka Panjanng (2 Tahun)

 

No Tahapan & Kegiatan Waktu 
Kegiatan 

Hasi Kegiatan/ 
Output 

1. Intergrasi Aplikasi SIORMAS dengan SABH 

 a. Rakor K/L termasuk pembahasan 
implikasi hilangnya PNBP dan 
Kompensasi 

b. Penyiapan sarana dan sumber daya 
manusia 

c. Uji coba SIORMAS dan SABH 
d. Monitoring Evaluasi 

Februari- 
Maret 
2023 

Penguatan 
Digitalisasi  
 

2 Sosialisasi Integrasi Data Ormas Nasional 
 a. Rakor pemerintah dan pemerintah 

daerah 
b. Penyiapan sarana dan prasarana 

setra  sumber daya manusia 

Tahun 2023- 
2024 

Terwujudnya 
Integrasi  Data 
Ormas Nasional 

3 Terintegrasinya Data Ormas Nasional dalam SIORMAS 
 a. Ratas K/L dan Stakeholders 

Terkait 
b. Penyiapan sarana dan prsarana 
c. Penyiapan sumber daya manusia 

Jan 2023 – 
Jan 2024 

Dokumen hasil 
Rakor 
Tersedianya 
sarpras dan 
SDM  
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Adapun pelaksanaan kegiatan jangka pendek telah dilakukan oleh project leader bersama tim efektif selama dua bulan. Ke-
giatan yang dilakukan berjumlah 10 kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dalam 21 sub kegiatan. Perubahan jumlah 
sub kegiatan yang bertambah dari sub kegiatan dalam Rancangan Proyek Perubahan merupakan bagian dari optimalisasi dan 
penyesuaian kebutuhan pencapaian target proyek perubahan. Capaian tahapan rencana strategis secara lengkap terdapat 
dalam tabel 2.4.

 

 

 

 



37PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Tabel 2.4

Pelaksanaan Proyek Perubahan
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c. 
Me
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m
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 D
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ri 

ten
tan

g P
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ar

an
 

Da
ta 

da
n/a

tau
 

Inf
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ka
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i 
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n 

a. 
Un

da
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a D

itje
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tar
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m 
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at
an
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ut

   
W
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an
  

Ou
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ut
   

W
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6.
 

 

M
ela

ks
an
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an
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ap

at
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ek
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 P
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an
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at
an

 D
at

a 
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pe
nd

ud
uk

an
 d
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m

 S
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a 
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or
m
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an
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H 

da
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an
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an
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m
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i 
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m
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 d
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 M
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an
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t 
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St
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old
er
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lam
 

m
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ng
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op

er
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an
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an
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os
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an
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m
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OL

A 
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M
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pe
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ng
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ng
a

n 
pe

m
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an
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K 
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an
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pe
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ra

n 

a.
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nd
an
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n 

b.
 M
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er
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ra
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n 
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Modifikasi detail dan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan 
proyek perubahan utamanya disebabkan adanya sinkronis-
asi kegiatan formal, upaya peningkatan efektivitas dan 
efisiensi pencapaian kegunaan setiap fase kegiatan dan 
sub kegiatan. Penambahan sub kegiatan berhasil dilaksan-
akan berkat adanya komunikasi, kerjasama dan koordinasi 
tim efektif yang berjalan dengan optimal. Dukungan penuh 
stakeholders terkait juga berdampak besar pada keber-
hasilan capaian kerja tim efektif proyek perubahan. Hal ini 
tentunya didukung pula dengan pola kepemimpinan tepat 
yang berhasil memaksimalkan potensi anggota tim efe-
ktif. Adapun detail ketercapaian antara rencana dan real-
isasi kegiatan proyek perubahan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Efektif Proper

Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif 
antara Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja yang 
terbagi dalam Tim Pelaksana Direktorat Ormas yang ber-
tanggungjawab dalam hal-hal substansi seperti pengem-
bangan teknologi dan digitalisasi sistem, Tim Pelaksana  
Sesditjen Polpum yang bertanggungjawab atas adminis-
trasi kegiatan serta hubungan antar stakeholders dan Tim 
Teknis lainnya yang mendukung kelancaran tugas tim secara 
umum. Tata kelola ini ditentukan sejak awal dengan tujuan 
agar pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan secara 
optimal, baik aspek substansi pembangunan sistem, admin-
istrasi, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan.

 

 

Gambar 2.  SEQ Gambar_2. \* ARABIC 1 Rapat Pembahasan Pembentukan 
Tim Efektif Bersama Project Leader 

Gambar 2.1                                                                                                                                                           
Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Efektif Bersama Project Leader



46 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 

XXVIII Tahun 2022 dengan judul Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam 

rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 220.05-6466 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi 

Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan 

Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2022. 

Gambar 2. 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan 
Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan 

Pemerintahan 

 

 Dalam rangka penyusunan Proyek Perubahan 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 
XXVIII Tahun 2022 dengan judul Integrasi Data Organ-
isasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka 
Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah, juga telah 
ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

220.05-6466 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyusunan 
Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyaraka-
tan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pe-
layanan Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 27 Sep-
tember 2022.

Gambar 2.2                                                                                                                                                                                                
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data 
Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan
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2. Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Siormas dan Integrasi Data Siola dengan Siormas 
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2. Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Siormas dan Integrasi Data Siola dengan Siormas 
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2. Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Sior-
mas dan Integrasi Data Siola dengan Siormas

 Stakeholder eksternal yang berpengaruh dalam 
proyek perubahan ini meliputi 3 Kementerian inti yaitu Ke-
menkominfo, Kemenkumham dan Kemenlu. Dalam rang-
ka pengintegrasian data ormas nasional maka diperlukan 
proses membangun hubungan dengan stakeholders ek-
sternal dimulai dengan menyampaikan penjelasan tentang 
Judul Proyek Perubahan, latar belakang, tujuan dan sejauh 
mana proyek perubahan memberikan dampak peruba-
han atas kebijakan yang ada di tingkat nasional. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk menemukan common ground 
gagasan dan mendapatkan dukungan dari stakeholders 
eksternal.

Kegiatan ini dilaksanakan simultan dengan pembahasan 
teknis pembangunan aplikasi Siormas yang bertujuan 
untuk mengintegrasikan data Ormas nasional. Kegiatan 
pembangunan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022 Inte-
grasi data ormas nasional melalui inisiasi pembangunan 
aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan 
(Siormas), berkat penerapan energi kepemimpinan dan 
komunikasi efektif mendapat dukungan penuh dan secara 
teknis dikoordinasikan Kemenkominfo, dalam ini Kemen-
kominfo melihat Siormas sebagai salah satu bentuk im-
plementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Ele-
ktronik.

Terlampir disampaikan informasi umum aplikasi Sior-
mas sesuai dengan hasil pembangunan aplikasi oleh Ke-
mendagri bersama Kemenkominfo sebagai berikut:

Selanjutnya berkenaan dengan integrasi Siormas dengan 
Siola dan finishing aplikasi telah dilaksanakan integrasi dan 
telah dinyatakan lolos 5 (lima) uji kelaikan yaitu user accept-
ance test (UAT), system integration test (SIT), stress test, 
load test, dan penetration test, dengan detail sebagai beri-
kut:

a. User Acceptance Test User acceptance test (UAT) 

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk verifikasi solusi 
yang dibuat di dalam aplikasi sudah sesuai untuk penggu-
na. Dari pengujian yang sudah dilakukan, aplikasi Siormas 
dinyatakan lulus uji. 

b. System Integration Test System integration test (SIT)

Merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu aplikasi 
yang terdiri dari beberapa modul untuk memastikan bah-
wa hubungan antar beberapa modul dapat berjalan dengan 
baik. Dari pengujian yang dilakukan, aplikasi Siormas dinya-
takan lulus uji. 

c. Stress Test 

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa 
stabilitas dan keandalan aplikasi. Tujuan dari pengujian ini 
adalah mengukur kekokohan dan kemampuan menangani 
error saat berjalan dengan beban tinggi dan memastikan 
aplikasi tidak mengalami crash saat situasi genting. 

d. Load Test

Merupakan pengujian performa aplikasi dengan beban ter-
tentu untuk menunjukkan perilaku sistem saat diakses oleh 
beberapa pengguna secara bersamaan. Stress test dan 
load test aplikasi Siormas dilakukan dengan menggunakan 
perangkat lunak Apache JMeter.

e. Penetration Test 

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengevalu-
asi keamanan aplikasi dengan mencoba mengeksploitasi 
kerentanan dari aplikasi. Penetration test aplikasi Siormas 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak OWASP 
ZAP.

Gambar 2.3                                                                                                                                              
Skema Proses Bisnis SIORMAS

Informasi Umum Siormas

a. Nama Aplikasi : Sistem Informasi Organisasi Kemas-
yarakatan (Siormas)

b. Deskripsi : Sistem Informasi Organisasi Kemasyar-
akatan yang selanjutnya disebut Siormas adalah 
seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, 
sumber daya manusia, dan teknologi yang saling ber-
kaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna 
untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan 
tertib administrasi 

c. Pemangku Kepentingan Terkait : 

d. Alamat Development : https://siormas.dev.layanan.
go.id/ 

e. Alamat Operasional : https://siormas.kemendagri.
go.id/ 

f. Teknologi yang Digunakan : 

g. Skema proses bisnis Siormas :

1) Database : Postgres 
2) Frontend : Vue JS 
3) Backend : Node JS (LoopBack), Golang, Java 
4) Web Server : Nginx + Loopback

1) Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 
2) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan  

Umum 
3) Kemendagri 
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Detail dokumentasi kegiatan 

a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper

Gambar 2.4                                                                                                                                                                                     
Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan 

Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi

 

 

 

Detail dokumentasi kegiatan  

a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  SEQ Gambar_2. \* ARABIC 4 Undangan Rapat 
Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan 

Hukum, Tidak Berbadan Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi 
SIORMAS 



54 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA



55PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.5                                                                                                                                                                                   
Notulensi Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan 

Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi SIORMAS
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b. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Siormas

Gambar 2.6                                                                                                                                                                                   
Project Leader Memberikan Arahan Pembangunan Aplikasi SIORMAS kepada Tim Efektif

b. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Siormas 

Gambar 2. 6 Project Leader Memberikan Arahan Pembangunan Aplikasi SIORMAS kepada Tim Efektif  

 

 

 



58 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

c. Melaksanakan proses integrasi data Siola dan Siormas  

 

Gambar 2.  SEQ Gambar_2. \* ARABIC 7 Manual Pengguna Aplikasi SIORMAS 
yang telah terintegrasi dengan SIOLA 

Gambar 2.7                                                                                                                                                                                    
Manual Pengguna Aplikasi SIORMAS yang telah terintegrasi dengan SIOLA

c. Melaksanakan proses integrasi data Siola dan Siormas 
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DOKUMEN LENGKAP MANUAL BOOK APLIKASI SI ORMAS 

DAPAT DI UNDUH PADA LINK “bit.ly/ManualbookSiormas” 

ATAU SCAN BARCODE BERIKUT 
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3. Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan    Hukum, dan Ormas 
Asing melalui Aplikasi Siormas

 Pengintegrasian ormas berbadan hukum, ormas tidak berbadan hukum, dan ormas asing melalui aplikasi Siormas 
diperlukan untuk mengatasi pokok masalah, tidak adanya data ormas yang komprehensif. Hal ini yang mengakibatkan adanya 
berbagai dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas oleh Pemerintah seperti hambatan pada aktivitas pengawasan ormas 
dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas serta potensi timbulnya sengketa internal ormas. 

 Dari sisi Kemenkumham dan Kemenlu, pembangunan dan pemanfaatan aplikasi Siormas mendapatkan dukungan pe-
nuh dari kedua stakeholder dimaksud. Siormas difungsikan sebagai rumah besar data ormas di Indonesia yang menghubungkan 
pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham bagi ormas berbadan hukum, 
Sistem Informasi Online Layanan Administrasi Kemendagri bagi ormas tidak berbadan hukum dan Sistem Data Ormas Asing di 
Kemenlu.

 Sesuai hasil kesepakatan dan komunikasi antar stakeholders pada kegiatan tanggal 4 Oktober 2022 bersama Kemen-
kumham dan Kemenlu, disepakati bahwa integrasi data ormas dalam Siormas dilaksanakan secara bertahap yang meliputi jang-
ka pendek berupa integrasi Siormas dengan Siola untuk data ormas tidak badan hukum yang telah berhasil dilaksanakan, jangka 
menengah untuk input data ormas atau Yayasan badan hukum asing dibawah koordinasi Kemenlu dan jangka panjang untuk 
data ormas badan hukum perkumpulan dan Yayasan di bawah Kemenkumham.

 Khusus bagi integrasi data dalam jangka panjang akan dilaksanakan melalui metode web service melalui Application 
Programming Interface (API), namun mengingat kebutuhan mendesak data ormas badan hukum yang diperlukan secara daily 
basis, maka Kemendagri dan Kemenkumham bersepakat akan melakukan pertukaran akun antara Siormas dengan SABH agar 
dapat dilakukan penyediaan data awal dengan mekanisme web portal terlebih dahulu. Atas kegiatan dimaksud Kemendagri dan 
Kemenkumham akan melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kemente-
rian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan.

a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper 
Gambar 2.8                                                                                                                                                                                    

Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan 
Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas

Gambar 2. 9 Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak 
Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas 
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Gambar 2. 10 Notulensi Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas 
Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas 
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Gambar 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Notulensi Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, 

Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas

b. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis  dalam pelaksanaan Proper 
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Gambar 2.10                                                                                                                                                                                     
Dokumentasi Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan 

Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas

Gambar 2. 11 Dokumentasi Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, 
Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas 

 

 
 

 

 

 

 

 

b. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis  dalam pelaksanaan Proper  
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4. Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama an-
tara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri tentang Draft Perjanjian Kerja Sama an-
tara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Infor-
masi terkait Organisasi Kemasyarakatan

Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dit-
jen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
merupakan tahapan proyek perubahan yang memastikan 
adanya terobosan pada peningkatan kualitas layanan dan 
integrasi data pada saat fase pendaftaran ormas selaku 
hulu kebijakan pengelolaan ormas. PKS dimaksud dituju-

kan sebagai dasar hukum teknis integrasi data ormas dalam 
Siormas sekaligus sebagai jawaban kebutuhan harian akan 
pentingnya koordinasi antar kementerian dalam memberi-
kan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan 
berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara berkala 
kepada Kemendagri dalam rangka pengeloaan data ormas 
sebagaimana diamanatkan dalam Pearturan pemerintah No-
mor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan 
detail dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 2.11                                                                                                                                                                                      
Undangan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 

Kemendagri

Gambar 2. 13 Undangan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU 
Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
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Gambar 2.12                                                                                                                                                                                     
Rekapitulasi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham den-

gan Ditjen Polpum Kemendagri
Gambar 2. 14 Rekapitulasi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU 

Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
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Gambar 2. 15 Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri 

 

Gambar 2.13                                                                                                                                                                                                       
Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri
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Gambar 2. 16 Notulensi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU 

Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 

 

Gambar 2.14                                                                                                                                                                                                        
Notulensi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen 

Polpum Kemendagri
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Gambar 2. 18 Dokumentasi Rapat 
Pembahasan Draft Perjanjian Kerja 

Gambar 2.  SEQ Gambar_2. \* ARABIC 17 Tangkapan Layar Rapat 
Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham 

dengan Ditjen Polpum Kemendagri 

Identifikasi peran masing-masing pihak

                                                                                           Gambar 2.15                                                                                                                                                     
Tangkapan Layar Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen 

Polpum Kemendagri
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Gambar 2.16                                                                                                                                                                                                        
Dokumentasi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen 

Polpum KemendagriSama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
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5. Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian 
Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan 
Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data 
dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyaraka-
tan

Pembubuhan paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Dit-
jen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organ-
isasi Kemasyarakatan menunjukkan telah terbangunnya ko-

munikasi intens yang dibarengi dengan komitmen yang baik 
antar stakeholders dalam mendukung pelaksanaan integrasi 
data ormas melalui pembangunan Siormas. PKS dalam hal 
ini menjadi sarana optimalisasi pertukaran data dan/atau 
informasi terkait ormas dalam rangka melaksanakan tugas 
dan fungsi para pihak khususnya di bidang yang menjadi fok-
us area perubahan yaitu fase pendaftaran ormas selaku hulu 
kebijakan pengelolaan ormas.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 den-
gan detail dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 2.17                                                                                                                                                                                                        
Undangan Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham 

dengan Ditjen Polpum Kemendagri

Gambar 2. 19 Undangan Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen 
AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 
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Gambar 2. 20 Dokumentasi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara 
Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 

 

 

Gambar 2.18                                                                                                                                                                                                       
Dokumentasi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham 

dengan Ditjen Polpum Kemendagri
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Gambar 2. 21 Konsultasi Project Leader bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait Perjanjian Kerja 
Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 

 
 

 

 

Gambar 2.19                                                                                                                                                                                                       
Konsultasi Project Leader bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU 

Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



107PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2. 22 Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri yang telah diparaf 

 
 

Gambar 2.20                                                                                                                                                                                                        
Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri yang telah 

diparaf
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Gambar 2. 23 Notulensi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian 

Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 

 

Gambar 2.21                                                                                                                                                                                                   
Notulensi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham 

dengan Ditjen Polpum Kemendagri
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Gambar 2. 24 Undangan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam 
Siola dan Siormas 

 
 

 

 

 

6. Melaksanakan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas
 Rapat teknis pemanfaatan data kependudukan dalam Siola dan Siormas dilaksanakan melalui untuk mengefektifkan 
fungsi dan peran Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri guna mendukung layanan Kemendagri kepada masyarakat yang 
terangkum dalam Siola. Dalam hal ini pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data pemohon 
Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Masyarakat melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kepend-
udukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dalam kegiatan dimaksud berhasil diaplikasikan pengecekan NIK berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus 
ormas yang meminta penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas yang disampaikan dalam Siola. Rapat teknis juga menye-
pakati adanya rencana peningkatan kapasitas verifikasi melalui penyusunan Proses Bisnis Pemanfaatan Data Kependudukan 
pada Layanan Pendaftaran Ormas dengan skema web portal, dimana verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data input pada 
SIOLA dengan data kependudukan pada Sistem informasi Administrasi Kependudukan, sesuai hak akses yang diberikan Ditjen 
Dukcapil kepada Ditjen Polpum secara terbatas yang meliputi 7 (tujuh) elemen data kependudukan berupa data NIK, nama leng-
kap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang serta foto wajah. 

Kegiatan juga berhasil menghasilkan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam 
Negeri Republik Indonesia tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik dalam Lingkup Layanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 dan 30 November 2022 dengan detail dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 2.22

Undangan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas
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Gambar 2.23
Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

 Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
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Gambar 2.24
Pointers Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas
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Gambar 2. 27 Notulensi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam 
Siola dan Siormas 

Gambar 2.25
Notulensi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas
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- Dalam forum disepakati peningkatan kapasitas verifikasi data kependudukan yang 

dilaksanakan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Ditjen Polpum dan Ditjen 

Dukcapil Kemendagri guna mendukung layanan Kemendagri kepada masyarakat 

yang terangkum dalam Siola. Dalam hal ini pemanfaatan data kependudukan 

dilakukan melalui verifikasi dan validasi data pemohon Surat Keterangan Terdaftar 

bagi Organisasi Masyarakat melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). 

- Terdapat alternatif web portal yang lebih fleksibel dalam penerapannya, atas 

alternatif tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam forum komunikasi pimpinan 

Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri. 

- Peningkatan kapasitas verifikasi data kependudukan akan dituangkan dalam satu 

perjanjian kerja sama antara Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri, 

sebagai alternatif addendum perjanjian kerjasama yang saat ini sudah ada antara 

Ditjen Dukcapil dan Setjen Kemendagri. 

 

~Direktorat Organisasi Kemasyarakatan~ 



129PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

 

 

Gambar 2. 28 Tampilan Siola yang Sudah tercantum NIK 

 

 

Gambar 2. 29 Tampilan Siormas yang Sudah tercantum NIK 

 

Gambar 2.26
Tampilan Siola yang Sudah tercantum NIK

Gambar 2.27
Tampilan Siormas yang Sudah tercantum NIK
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Gambar 2. 30 Dokumentasi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam 
Siola dan Siormas 

Gambar 2.28
Dokumentasi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas
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2. Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah 

ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun 

Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

 

Dengan telah ditandanganinya PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham 

dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau 

Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan, maka dilaksanakan 

pertukanan dokumen fisik PKS, pada tanggal 3 November 2022  melalui 

pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Pembahasan Teknis Pertukaran 

Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

Teknis pertukaran akun juga dilaksanakan dengan pembuatan akun 

Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kemenkumham dalam Siormas 

dan penyerahan akun Dit Ormas dalam SABH yang ditandai dengan 

penyerahan lembar penerimaan Hak Akses Aplikasi Ditjen AHU. 

Pada kegiatan dimaksud telah disepakati tindak lanjut PKS antara Ditjen 

AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang 

Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan 

di tahun 2023 terkait pengaturan hak akses data organisasi 

kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum 



132 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

Gambar 2.29

Undangan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudukan 
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum



133PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



134 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

Gambar 2.30

Notulensi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudukan 
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
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Gambar 2.31

Surat Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kepend-
udukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat 

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum



136 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

Gambar 2.32

Dokumentasi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudu-
kan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat 

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
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7. Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis 
Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah

 Dengan telah ditandanganinya PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Per-
tukaran  Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan, maka dilaksanakan pertukanan dokumen fisik PKS, pada 
tanggal 1 November 2022  melalui pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan 
SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 Teknis pertukaran akun juga dilaksanakan dengan pembuatan akun Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kemen-
kumham dalam Siormas dan penyerahan akun Dit Ormas dalam SABH yang ditandai dengan penyerahan lembar penerimaan 
Hak Akses Aplikasi Ditjen AHU.

 Pada kegiatan dimaksud telah disepakati tindak lanjut PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan di tahun 2023 terkait pengaturan 
hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum menggunakan pelayanan mekanisme 
akses data web service melalui Application Programming Interface (API) yang dilakukan melalui search by name, dengan jalur 
akses internet publik.

 

Gambar 2. 37 Surat Permohonan Kunjungan Kerja Ditjen Politik dan 
Pemerintahan Umum kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum 

 
 

 

3. Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah melalui 

Mekanisme Timdu Pengawasan Ormas 

Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, salah 

Gambar 2.33

Surat Permohonan Kunjungan Kerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum
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menggunakan pelayanan mekanisme akses data web service melalui 

Application Programming Interface (API) yang dilakukan melalui search 

by name, dengan jalur akses internet publik. 

  

  

  
Gambar 2. 29 Dokumentasi Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang 

telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan 
SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah 

Gambar 2.34
Dokumentasi Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis 
Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
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Gambar 2. 32Dokumen Perjanjian Kerja Sama Ditjen AHU Kemenkumham dengan 
Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait 

Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Ditandatangani 

 

Gambar 2.35

Dokumen Perjanjian Kerja Sama Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/
atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Ditandatangani
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Gambar 2. 30 Lembar Penerimaan Akses Pertukaran Data Organisasi 
Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan Ditjen 

Administrasi Hukum Umum 

 

Gambar 2.36

Lembar Penerimaan Akses Pertukaran Data Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan Ditjen 
Administrasi Hukum Umum
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Gambar 2. 34 Tangkapan Layar Akun Direktur Teknologi Informasi dalam 
SIORMAS 

 
 

Gambar 2.37

Tangkapan Layar Akun Direktur Teknologi Informasi dalam SIORMAS

 

Gambar 2. 35 Contoh Surat Keterangan Terdaftar 

 

Gambar 2.38

Contoh Surat Keterangan Terdaftar
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8. Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah melalui Mekanisme Timdu Pengawasan Ormas

 Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri, salah satu tugas Direktorat Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi 
di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan umum dan koordinasi 
dilakukan melalui proses analisa dan penyampaian informasi hasil analisa yang bersumber dari pemanfaatan data dan/atau 
informasi ormas berbadan hukum yang dilakukan berdasarkan PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum 
Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan. Kaitan hal tersebut, telah disusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hu-
kum sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan tepat dan cepat.

SOP sebagaimana dimaksud selanjutnya disampaikan dalam forum Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada tanggal 7 November 
2022, dengan harapan efektifitas koordinasi dan dukungan penyediaan data komprehensif tentang ormas dapat dipenuhi secara 
optimal.

Gambar 2.39
Undangan Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas

 

Gambar 2. 38 Undangan Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim 
Terpadu Pengawasan Ormas 

 

 



153PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

 

 



154 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

 

Gambar 2. 32 Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan/ Standar Operasional Prosedur 
(SOP) 

 

 

Gambar 2.40
Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) & Dokumentasi Pembahasan SOP 
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Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan SOP Dengan Kepala Biro Ortala Kementerian Dalam Negeri

 

Gambar 2. 41 Dokumentasi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim 
Terpadu Pengawasan Ormas 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

 

Gambar 2. 41 Dokumentasi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim 
Terpadu Pengawasan Ormas 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.41
Dokumentasi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas



160 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

 

4. Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pendaftaran, pemberdayaan dan 

pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah sebagai 

pelaksana kebijakan memiliki kebutuhan data dan/atau informasi 

organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. Atas hal tersebut maka 

sosialisasi SOP Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi 

Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum juga telah dilaksanakan 

pada tanggal 22 November 2022 dengan detail dokumentasi sebagai 

berikut : 

Gambar 2. 42 Undangan Rapat Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi 
Pemerintah Daerah 

 
 

 

9. Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah

 Dalam rangka melaksanakan fungsi pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pemer-
intah Daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kebutuhan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan 
hukum. Atas hal tersebut maka sosialisasi SOP Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Ber-
badan Hukum juga telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 dengan detail dokumentasi sebagai berikut 

Gambar 2.42
Undangan Rapat Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah
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Gambar 2.43
Dokumentasi Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrasi Peserta Rapat Koordinasi Asistensi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Organisasi 
Kemasyarakatan bagi Pemerintah Daerah 

 

 

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
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Moderator 

 

Laporan Panitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambutan dan Pembukaan Direktur Organisasi Kemasyarakatan 
 
 

 

Paparan Materi Oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat 
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Sambutan dan Pembukaan Direktur Organisasi Kemasyarakatan 
 
 

 

Paparan Materi Oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peserta Mendengarkan Paparan Materi 

 

Sesi Tanya Jawab 

Paparan Materi Oleh Wakil Walikota Surakarta
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Sambutan dan Pembukaan Direktur Organisasi Kemasyarakatan 
 
 

 

Paparan Materi Oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peserta Mendengarkan Paparan Materi 

 

Sesi Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peserta Mendengarkan Paparan Materi 

 

Sesi Tanya Jawab 
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Gambar 2.44
Notulensi  Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas
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10. Monitoring & Evaluasi

 Monitoring dan evaluasi proyek perubahan dilaksanakan pada setiap milestone dengan tujuan menjaga agar kebijakan 
yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek perubahan, menemukan kesalahan sedini mungkin 
sehingga mengurangi risiko yang lebih besar dan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring 
mengharuskan untuk itu. 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh project leader dengan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai user Siormas pada tanggal 
29 November 2022, yang kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan melibatkan tim teknis pada tanggal 1 Desember 2022. 
Selanjutnya secara terorganisasi dilakukan penyusunan laporan implementasi proyek perubahan oleh tim. 

 Mendasari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa Siormas sebagai proyek perubahan merupa-
kan proyek berkelanjutan yang harus secara konsisten dilaksanakan sesuai milestone yang telah ditentukan di jangka pendek, 
menengah dan panjang. Selanjutnya ditinjau secara teknis pembangunan aplikasi, hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan 
saran dari pihak pengembang aplikasi Siormas sebagai berikut:

a. Implementasi file manager untuk mempermudah melihat list dan status file/storage, serta proses backup untuk diunduh 
secara local; 

b. Pengembangan mirror data file (live backup) dan auto-switch multistorage untuk mencegah terjadinya downtime atau 
data hilang pada suatu volume storage, sehingga file dapat terus diakses pada aplikasi;

c. Pengembangan mirror data dan auto-switch multidatabase untuk mencegah terjadinya downtime pada database utama, 
sehingga sistem dan aplikasi akan terus berjalan menggunakan secondary database;

d. Implementasi berdasarkan konsep Multi Data Center active-active, untuk enablement geo redundancy;

e. Penambahan module dilakukan secara microservice, yaitu membuat service baru sesuai profile setting yang berjalan 
saat ini; 

f. Pengembangan sistem analisis dan dashboard untuk melihat secara detail dan keseluruhan selama pemakaian aplikasi; 

g. Proses pencatatan log dari masing-masing service dalam microservice dikembangkan secara auto-scheduler yang ter-
jadwal pada rentang waktu tertentu, agar riwayat dapat dibuatkan report secara berkala;

h. Peningkatan sistem keamanan akses dan proses berbasis AI.
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Gambar 2.45
Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan T.A 2023 

serta Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan
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Gambar 2.46
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah
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A. PETA STAKEHOLDER  

 Dari hasil penilaian masing-masing Stakeholder berdasarkan power dan 

interest sebelum proyek perubahan, stakeholder dapat dipetakan ke dalam 4 

(empat) kuadran sebagai berikut :  

  

 

 
  

  

  

Gambar 2.46 Kuadran Stakeholder 

Pada matrik stakeholder sebelum proyek perubahan telah diidentifikasi yaitu:  

1. Promotor   

2. Defenders  

3. Latens  

4. Apathetics 

Dari matrik tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya 

perubahan pemetaan stakeholders setelah dialksanakan proyek perubahan. 

Hal ini menunjukkan akurasi pemetaan dan keberhasilan komunikasi efektif 

untuk menjaga stakeholders sesuai dengan peran dan peruntukannya. 

 

 

 

Latens (perlu dijaga komitmen dan 
diberikan pelibatan yang cukup) 

Biro Ortala Kemendagri 
Pusdatin Kemendagri 
Inspektorat Jenderal 

 

Promotors (diprioritaskan untuk diberi 
perhatian dan pelibatan intensif) 

Ditjen Dukcapil 
Ditjen AHU 
Ditjen IDP 
Ditjen Aptika 

 

Apathetic (diberikan informasi yang 
cukup dan yang diperlukan) 
- Media/LSM 
- Masyarakat  

Defenders (diberikan informasi secara rutin 
dan aktif) 
- Pemda Provinsi/Kab/Kota 
- Kementerian/Lembaga 

Tinggi 

Rendah Tinggi 

Minat 

Rendah 

Pengaruh 

B. PETA STAKEHOLDER

 Dari hasil penilaian masing-masing Stakeholder berdasarkan power dan interest sebelum proyek perubahan, 
stakeholder dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) kuadran sebagai berikut : 

1. Promotor  
2. Defenders 
3. Latens 
4. Apathetics

Dari hasil penilaian masing-masing Stakeholder berdasarkan power dan interest sebelum proyek perubahan, stakeholder dapat 
dipetakan ke dalam 4 (empat) kuadran sebagai berikut : 

Dari matrik tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya perubahan pemetaan stakeholders setelah dialksana-
kan proyek perubahan. Hal ini menunjukkan akurasi pemetaan dan keberhasilan komunikasi efektif untuk menjaga stakeholders 
sesuai dengan peran dan peruntukannya

Gambar 2.47
Kuadran Stakeholder
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B. IMPLENTASI STRATEGI MARKETING  

Strategi marketing yang akan digunakan dalam proyek perubahan ini 

adalah dengan menggunakan formula Strategi marketing yang akan 

digunakan dalam Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 

7P yang terdiri dari : 

1. Product (Aplikasi Siormas); 

2. Price (APBN); 

3. Place (Dit Ormas Kemendagri); 

4. Promotion (Media Sosial); 

5. People (Internal dan Eksternal Dit Ormas); 

6. Process (Sinergitas lintas Stakeholders); and 

7. Physical evidence (Manfaat yang dirasakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah) 

Gambar 2.47 Diagram Target Market 

 

 

C. IMPLENTASI STRATEGI MARKETING

Strategi marketing yang akan digunakan dalam proyek perubahan ini adalah dengan menggunakan formula Strategi marketing 
yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 7P yang terdiri dari :

1. Product (Aplikasi Siormas);
2. Price (APBN);
3. Place (Dit Ormas Kemendagri);
4. Promotion (Media Sosial);
5. People (Internal dan Eksternal Dit Ormas);
6. Process (Sinergitas lintas Stakeholders); and
7. Physical evidence (Manfaat yang dirasakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

Gambar 2.48
Diagram Target Market

 Marketing sektor publik maupun pemasaran sektor 
publik yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas dan pros-
es yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi, mencip-
takan, berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat pada umumnya. Sedangkan definisi 
lain tentang pemasaran sektor publik menurut Serrat adalah, 
“serangkaian aktivitas, dan proses yang saling berhubungan 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi, dalam 
rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
pada umumnya” (Serrat, 2010, p. 3). 

 Dalam hal ini, setidaknya terdapat 7 (tujuh) aspek 
dalam pemasaran sektor publik yang digunakan. Adapun as-
pek sebagaimana dimaksud dinaraikan sesuai kondisi yang 
ada, dimana yang menjadi produk dari proyek perubahan ini 
adalah aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan 
yang pembangunannya dibiayai atau memiliki price melalui 
anggaran pemerintah berupa APBN yang dikoordinasikan 

dalam proyek Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada 
Kemenkominfo. Dalam hal operasionalisasinya, masyarakat 
ataupun pihak terkait yang ingin melakukan pemanfaatan 
atau melakukan akses atas aplikasi dimaksud tidak dipun-
gut biaya apapun. Tempat (place) proyek perubahan ini dilak-
sanakan di Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen 
Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Promosi atas 
keberadaan aplikasi ini terus dimasifkan melalui berbagai 
platform media sosial mempertimbangkan masifnya caku-
pan sosialisasi. Pembangunan aplikasi massif ini melibatkan 
internal dan eksternal Direktorat Ormas Kemendagri sebagai 
orang-orang yang terlibat (people) melalui Process sinergi-
tas lintas Stakeholders sebagai modal utama pembangunan 
aplikasi, dengan terbangunnya Siormas sebagai physical ev-
idence proyek perubahan maka manfaat ketersediaan data 
ormas nasional yang komprehensif dapat dirasakan bagi Pe-
merintah, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat.
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D. KENDALA DAN SOLUSI
 Dalam pelaksanaan proyek perubahan dimungkinkan muncul berbagai  masalah yang  perlu diselesaikan, Adapun hasil 
identifikasi masalah/ kendala yang dihadapi serta strategi untuk mengatasinya dalam proyek perubahan ini adalah sebagai beri-
kut : 

No  Permasalahan  Resiko  Penyelesaian  
1.  Waktu  

Pelaksanaan Milestone 
tidak tepat waktu akibat 
dari pelaksanaan 
kegiatan yang bertepatan 
dengan penugasan lain 
dari lembaga serta 
adanya prosedur 
administratif tambahan  
  

Target 
penyelesaian 
milestone 
terlambat 
 

Mengefektifkan waktu 
yang tersedia agar seluruh 
output kegiatan dapat 
diselesaikan sebelum 
batas waktu akhir, dengan 
mensimultankan kegiatan 
yang bisa digabungkan 
dan dioptimalisasi 
pelaksanaannya  

2. Sinergitas  
Kegiatan banyak 
berhubungan dengan 
pihak-pihak eksternal  

Program tidak 
mendapat 
dukungan dari 
para pihak yang 
teridentifikasi 
sebagai 
Promoters  

Menjaga komunikasi formal 
maupun informal kepada 
stakeholders terkait 
khususnya 3 Kementerian 
utama Kemenkominfo, 
Kemenkumham dan 
Kemenlu   

3.  Personil  
Kurangnya 
keterpaduan tim 
pelaksana proyek 
perubahan   

Kegiatan 
proyek 
perubahan 
tidak berjalan 
secara optimal 
karena adanya 
 

Implementasi energi 
kepemimpinan dan 
melakukan pendekatan 
humanis kepada semua 
personil salah satunya 
melalui sharing session 
dengan personil baik 
secara  
kelompok maupun 
individual 

 

Tabel 2.5
Permasalahan, Resiko, dan Penyelesaian 

 Pemetaan potensi kendala yang sudah dilakukan 
mengurangi terjadinya kendala dalam pelaksanaan proyek 
perubahan. Project leader bersama tim dapat memperkira-
kan potensi-potensi kendala apa yang akan terjadi dalam 
pelaksanaan proyek perubahan.  

 Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 
proyek perubahan sebagian besar telah teridentifikasi dalam 
pemetaan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan proyek 
perubahan disebabkan karena faktor-faktor yang tidak ter-
petakan sebelumnya, antara lain terjadinya adanya prosedur 
administratif tambahan dalam internal Kemendagri yang 
berdampak pada implementasi pelaksanaan kegiatan proyek 
perubahan.



179PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



180 PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

BAB III | PENUTUP



181PROYEK PERUBAHAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII

KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PENUTUP
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Dalam rangka mewujudkan fisik hasil pembangunan maupun tujuan dari proyek perubahan, Project Leader menemukan 
adanya tantangan maupun peluang yang datang dari internal dan eksternal organisasi. Belajar dari kesemua hal tersebut, 
beberapa pengalaman berharga yang diperoleh Project Leader dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Pembangunan proyek perubahan dalam bentuk aplikasi Siormas utamanya diarahkan dengan mengoptimalkan sumber 
daya manusia potensial yang ada dan mengarahkan khususnya dalam membangun SDM yang cerdas dan mampu aktif 
memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam hal ini keberhasilan penyusunan kebijakan dengan didasarkan pada 
konsep energi kepemimpinan perlu memperhatikan konsep pendekatan non-konvensional dialogis sebagai wujud aspek 
mindfulness. Gaya komunikasi dala hal ini menjadi faktor kunci implementasi mindfulness dalam kepemimpinan.  

2. Bahwa dalam menyambut era society 5.0 (smart society) dibutuhkan penyesuaian untuk menghadapi masa depan akan 
munculnya berbagai jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Penerapan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik. Atas hal tersebut, maka dibutuhkan 
perubahan yang bisa beradaptasi secara komprehensif dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang organisasi 
kemasyarakatan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang dibentuk melalui Siormas untuk mendukung 
khususnya proses pendaftaran organisasi kemasyarakatan sebagai hulu proses pemberdayaan dan pengawasan 
organisasi kemasyarakatan.  

3. Bahwa model kerjasama public private partnership sangat mungkin diadaptasi dan dilakukan modifikasi guna membangun 
Aplikasi Siormas sebagai database ormas nasional terpadu. Model kerjasama dilakukan dengan memanfaatkan fasilitasi 
Kementerian atau pihak ketiga untuk membuat aplikasi Siormas sebagai salah satu bentuk implementasi lain dari public 
private partnership. 

Tabel 3.1
Kondisi Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan

No Kondisi sebelum Proyek Perubahan Kondisi setelah Proyek Perubahan 

1.  Pengelolaan data ormas masih 
dilakukan sektoral dan konvensional 

 Terdapat integrasi dan digitalisasi 
data ormas melalui pembangunan 
aplikasi Siormas yang komprehensif 

2.  Masing-masing K/L memiliki data ormas 
secara sektoral yang terpisah dan sulit 
diakses stakeholders lain khususnya 
pemda 
 

Data ormas terkoodiinir secara real 
time dan komprehensif  
 

3.  Data ormas sulit diakses stakeholders 
lain khususnya Pemerintah Daerah 
serta belum terdapat SOP pemanfaatan 
analisa data dan/atau informasi yang 
jelas 

Data ormas mudah diakses 
stakeholders lain khususnya 
Pemerintah Daerah dengan SOP 
pemanfaatan analisa data dan/atau 
informasi yang jelas 

 

A. PENGALAMAN PEMBELAJARAN KEPEMIMPINAN

Dalam pengalaman pembelajaran kepemimpinan project leader juga memperoleh perbandingan kondisi sebelum dan 
sesudah proyek perubahan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut 
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B. KESIMPULAN
Dari pembahasan dan proses pelaksanaan proyek perubahan ini dapat disimpulkan, terdapat permasalahan yang 

teridentifikasi berupa tidak adanya data ormas yang komprehensif yang mengakibatkan adanya berbagai dampak negatif dalam 
hal pengelolaan ormas oleh Pemerintah seperti hambatan pada aktivitas pengawasan ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan 
ormas serta potensi timbulnya sengketa internal ormas.

Hal ini disebabkan oleh dilaksanakannya pendaftaran tiga bentuk ormas sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh tiga Kementerian yang berbeda dengan sistem yang tidak saling terkoneksi satu dengan 
yang lain. Dari permasalahan tersebut kebijakan yang diajukan dalam proyek perubahan ini adalah integrasi data ormas nasional 
melalui pembangunan aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini telah terbangun sesuai laporan proyek 
perubahan.

C. REKOMENDASI
Dalam hal penyempurnaan kegiatan proyek perubahan integrasi data organisasi kemasyarakatan secara nasional dalam 

rangka peningkatan mutu pelayanan pemerinah, pada jangka menengah dan jangka panjang perlu direkomendasikan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Perlu menjaga dukungan stakeholders terkait melalui upaya komunikasi formal maupun informal, khususnya dari 3 (tiga) 
Kementerian utama Kemenkominfo, Kemenkumham dan Kemenlu dalam pemanfaatan data tentang Pertukaran Data 
dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga dapat tercapainya implementasi Single Identity Ormas 
dan Business Process integrasi data ormas yang berkelanjutan dalam SIORMAS.

2. Mendorong penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusiayang memadai agar strategi sinergitas ini 
berkelanjutan.

3. Mendorong efektifitas pelaksanaan fungsi pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 
secara praktis untuk mendukung kkelanjutan program ke depan. 

Gambar 3.1
Kondisi Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan
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